1 nik by

PIMERINTAH KOTAMATYA DARRAIL TLUCKAT IT PONTIANAK

P

S ATURAN DAYRAN KOTAMADYA DAL TLHGKAT 1T

POoNTIANAKX
NOMOR 22 TAIUL 1997

TRuTAIG

PEATAAN KAMPUGG DUTLHG SUBAGAL LAWASAL RIUSTS

DENGAN RAKIMAT TUIALL YAUG i1AllA ST

WALIKOTAMAIYA KEPALA DATRAIL PTUCIAT II PONTI ANAK

de

b.

Qe

bahwa Kampung Beting morupikan kawagan yang mempunyai clrd

klmsus dan memiliki aspeok udaya tradisional yang gapat di
an

jadikan objeck pengem@bangin isata air @i Kotamadya Dier

Tingkat II Pontlanak 3

bahwa Kampung Beting menpunyal nilai ekonomis yung dapat -

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan cltono-
mi daerah j

bahwa poumkiman di kawasan toroctut hanpir 90% perumihan ~
ny: berada aiatas air, sebagian beasar beluwn mempunyai ser

tifikat sebagal pembuktian hal atas tanah yang dlmililkd ;

bahwa dalam rangka upayd Pomorintali Kotamdya Daerah Ting-

kit II Pontianak memberikan polayanan yang lebih baik, klu

gusny« kepada maoyarakat Kaapuns Beting torutama dalam ke~
mudihan untuk mend:patkan sorbifikat atas tanab mereka, 04
rana dan prasarana linglcungan pomukinan yang lebih baik,
dipindans; perlu mol. . ta Kampuang Doting sebagal suatu kawas-
an kluous §

bihwa untuk melaksanakan makoud geporti tersebul a, by

dan d diatas perlu diatur d:laa suatu Poraturan Dicrah,
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11, Keoputusan Prosiden lonor 32 Talmn 1990 tentung Pengelolaan
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAI KOTAMADYA DAERAL TINGKAT II PONTIANAK TUNTANG

PRNATAAN KAMPUNG B TING SEBAGAI KAWASAN KHUSUS.

BATH T
KnTENTUAN UMUM
Fasad 1

Malam poraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

e

bl

\1-
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Daerah, adalah Kotam:dya Daerah Tingkat II Pontianak j
Pemerintah Daerah, adalah Pcmerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontia-

nak j
Walikotamadya Kepala Dacrah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

II Pontlanak 3
DFRD, adalah Dewan Ferwakilan Rakyat Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat I1I

Pontianak j
Kampung Beting, adalah suatu lkawasan dalam Wilayah Kotamadya Daerah

-

L]

Tingkat II Pontianak, sebagai tempat pomukiman penduduk

Kawasan khusus, adalah kawasan dalan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pontianak yang berdasarkan scjarah merupakan cikal bakal Kota Pontianak

dan akan dikembangkan menjadi kawasan pemukiman, daerah wisata alr dan
pengembangan budaya lckal yang memurut situasi dan kondisi tanalmnya bor=—
beda dari kawasan lainnya.

Sungai, adalah tempat=-tempat dan wadah-wadah serta Jarin
dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan

gan pengaliran

air mulai kirinya

serta sepanjang pengilirannya oleh garis sempadan ;

Alur adalah anak-anak sungai yang terbentuk secara alami maupun buatan
sepanjang kiri ka

yang dijadikan sebagal prasarana transportasi yang di
nannya sudah berdiri bangunan/yumih penguduk,

naABR I
TUJUAN UMUM
Pasal 2

Tujuan penataan adalah meningkatkan kesadaran maayﬁrakat guna menciptakan

kawasan yang bermanfaat sehingga dapat meninikatkan harkat, martabat
matu kehidupan masyarakat serta torcipta keserasian, keindahan,

dan
ketortib~

an, keamanan dan kesehatan,

BADIIL concsssee
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HA4 DL IIE
TATA GUNA KAWASAN KIUSUS
Pasal 3

(1) Tata guna kawasan khusus akan dipersunakan untuk :
2. Untuk kawasan komersial dan wisata alr j
b. Untuk kawasan pemukiman j
c. Untuk kawasan pengembangan budaya loknl.

(2) Talam upaya untuk mewujudkan, memanfaatkan dan memelihara kelestarian scrta

pengrunaan tata kawasan khusus scba =

ikan kesempatan kepada magyara =

koutuhan obyek dan daya tarik wisata,
giimana dimaksud dalam ayat (1) agar member
kat seotempat untuk ikut serta dalam pombangunan, Pengembangan dan pengelola

an Kawasan Khusus sesual dengan perundangan yang berlaku.

BADB IV
KEWAJIDAN DAl LARANGAN
Pasal 4
Kewajiban

Sotiap penghuni atau penanggung jawab bangunan diwajibkan 3

ta bangunan/tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Qe T{Gm
Walikotamadya Kepala Daerah ;

b. Memelihara lingkungan, bangunan jalan dan fasilitas lainnya.

Pasal 5
Larangan

Setiap orang dilarang melalcukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pe -

nataan Kampung Beting scebagal Kawasan Kous.
BAB V
LUAS, LETAK DAN DATAS KAWASAN KAMPULG BETING
Pasal 6
Luas

Kawagan Kampung Beting luasnya 38,5 ha meliputi Kelurahan Dalam Dugis, scba -

rian Kelurahan Tanjung Hilir dan gebagian Kelurahan Tambelan Sampit.

Pasal T
Letak dan Batas

Irawasan Kaapung Beting yang dimakoud pasal 6 diatas berbatasan :

2. Cecbelah Barat dengan Sungai Kapuas Kecil.

b, Sebelah Timur.dengan Jalan Kumpung Arab = Parit Gang Kerinci.
c. Sobelah Utara berbatasan dengan Sungai Landak,

d. Sabelah Selatan perbatasan dengan Parit Wan Bakar Kapur.

BAB VI cecsassssccsnca
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BAD VI
PRENG AV AS AN
Pas«l '8

Pepawasan pelaksanaan penataan Kampung Beting sebagaimana yang dimaksud da-
l.un Poraturan Dacrah ini dilaksanakan olch instansi teknis yang ditunjuk -
ol I Walikotamadya Kepala Daerah dengan gsurat keputusan.

BDAD VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pombiayaan dalam pelaksanaan Penataan Kampung Beting sebagai Kawasan Kimous
{111 boroumber dari dana Pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumber-sum =

ber liinnya sesual dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,

B AD VIII
KETENTUAYN PIDANA DA PraYIDIKAN
Pasal 10

(1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karcna Relalalannya melanggar keten=
tuan-ketentuan sebagaimana dimakoud pada pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Da-

orah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)

bulan atau denda sebanyak-banyaknya 1P.50.000,= (1ima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pacal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bortugas menyidik tindak pldana sebagalma-

na dimaksud dalam Peraturan Dacrah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik -
Pogawal Negeri Sipil di lingkungan Pcmerintah Daerah yang pengangkatannya di

tetapkan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 12

N,1lam melaksanakan tugas penyidikan, para pajabat sebagaimana dlmaksud dalam

p:oal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

Menerima laporan ataupun pengaduan darl gescoring tentang adanya tindak -

pidana 3

b. Molakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadlan dan melakukan
Pemeriksaan §

c. Menyuruh berhehti sescorang tersangka dan memeriksa tanda
tersangka 3

1. Molakukan penyitaan benda dan atau surat ;

oo Mengmbil sidik jari dan memotret tersangka j

pangenal diri

f. Mcmanﬁgil speassessoeband
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(3)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a'-?-

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 3
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa-
an perkara :

Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik -
Polisi Republik Indonesia bahwa t+idak terdapat cukup bukti atau peristiwa -
torsebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjuinya melalul penyidik Po=
1isi Republik Indonesia memberitalmican hal tersebut kepada penuntwt umum,

tersangka atau keluarganya j
Mengadakan tindakan lain memurut hukum yang dapat dipertanggung Jawabkan,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang "PENATAAN KAMFUNG -
BETING SEBAGAI KAWASAN KHUSUS".
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah =
ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah, sepanjang -
mengenai teknis pelaksanaannya;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintabkan pengundangan Peraturan Da
ah Kotamadya Daerah Ting=

erah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer
kat II Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Okteler 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II 'gﬁfﬂ*fFM\TINGKAT II PONTIANAK
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CSNJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAI TINGKAT II
PONTIANAK
NOMOR 10  TAIUN 1997
TENTANG
P NATAAN KAMPUNG BETING SYBAGAL KAWASAN KHUSUS

I. PRUJRLASAN UMUM

Tahwa Kampung Beting yang te-letak di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pon-
tianak Timur, diapit oleh oleh dua sungal yaitu Sungai Kapuas Kecil dan Su
ng1i Landak, metupakan kawasan yang mempunyai ciri kimsus dimana pemukiman
penguduk di kawasan terscbut 90% perumzhannya berada diatas air,

Selain itu Kampung Beting juga merupakan cikal bakal berdirinya Kota Fon -
tianak, memiliki aspek budaya tradisional yang dapat dikembangkan menjadi
objek wisata air.

Dengan demikian Kampung Beting juga mempunyai nilai ekonomls yang dapat me
ningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertuatuhan perekonomian Daerah.

Untuk mendukung hal tersebut diustas dalam rangka Pemerintah Kotamagya Da -
erah Tingkat II Pontianak menata Kampung Beting, dipandang perlu menetapkan
suatu Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penataan Kawasan =

Kampung Beting yang mempunyul ciri-ciri klusus,

II. PONJELASAN PASAL DFRMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas,

Pogal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud monata bangunan/tempat tinggal gegual de -
ngan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah, ialah akan diatur lebih lanjut dengan Surat Ke =
putusan Walikotamidya Kepala Dacrah Tingkat II Pontlanalk,

Pasal 5 : Akan dijabarkan lebih lanjut dengsn Surat Keputusan Wall

‘ kotamadya Kepala Dacrah Tingkat 1I Pontianak,

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pagal 7 : Cukup jelas,

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas,

Pisal 10 .t Cukup jelas,

Fagal 11 : Cukup jelao,

Pagal 12 : Cukup jelas.

Pysal 13 : Cukup jelas.




